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ABSTRAK

TRIRAHAYU PUTRI, NPM. 18.81.0580, Penerapan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019
Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il B Banjarbaru, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Pembimbing I
Dr. H. Maksum, SH., MH., Pembimbing Il Dedi Sugianto, SH., MH.
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Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem
pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007. Pemidanaan tidak
lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah
terjadinya kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang didasarkan
pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat
kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang —
undangan yang berlaku. Selain pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga didukung dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan
menganalisa terhadap masalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan
cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Banjarbaru. Dalam pembinaan
Narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat (PB)”, yaitu
pengembalian Narapidana kepada masyarakat (pembebasan Narapidana) agar menjadi orang
yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani
masa pidananya. Bagi Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu,
baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.
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Correctional is an activity to provide guidance to Prisoners based on the system, institution
and method of coaching which is the final part of the criminal justice system in the criminal
justice system. The basis for the issuance of Government Regulation Number 32 of 1999
concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates
and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.
M.01.PK.04.10 of 2007. Sentencing is no longer intended as a deterrent effect, but as a
preventive or prevent crime. This study uses an empirical juridical approach, which is based
on the consideration that this research is based on the problem by looking at the reality that
occurs in the field and linking it with the applicable laws and regulations. In addition to the
empirical juridical approach, this research is also supported by using a normative juridical
approach, namely an approach by conducting studies and analyzing the problems of
implementing parole, leave before being released, and conditional leave at the Banjarbaru
Class IIB Penitentiary. In coaching prisoners, one of the manifestations is in the form of a
"conditional release (PB)" process, namely the return of prisoners to the community (inmates
release) so that they become good and useful people as long as they meet certain conditions
before they finish serving their criminal period. Convicts who are given parole according to
the provisions of the Criminal Code (KUHP) must meet certain conditions, then they are
released to the public who have stated they are ready to accept them.
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